
BUPATI KAPUAS 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR '3>1- TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ J ASA 
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS, 

Menimbang a . bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerjntah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Presiden Nom or 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Pera turan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
dan peraturan perundang-undangan lainnya yan g berkaitan 
dengan Pengadaan Barang/J asa Pemerintah, ser ta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Pembentuka n Unit Layanah Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Di Lingkungan ' Pemerintah Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota bahwa Bupati membentuk ULP Pemerin tah 
Kabupa ten yang berkedudukan di Bagian atau Subbagian 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten ; 

Men gingat 

b . bahwa berda sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kabupaten Kapua s. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darura t Nomor 3 Tahun 1953 tenta ng 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lemba ra n Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Unda ng-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negaryi Republik Indon esia Ta hun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Peruba han 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran · Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

N 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
omor , , 

Nomor 4286 ); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tan g 
Republik 

Lemba ran 

5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peme rik saan 
Pengelolaan da n Tanggung Jawab Keua nga n Negar a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taht.ln 2004 Nom or 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 
6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun : 2004 ten tang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah . Pusat d8:n 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Re1;mbllk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 4438); 

7 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1 
2008 tentang 

Keterbuka an Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Ta mbahan Lemba ra n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta ng 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undahgan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nom or 
5234); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa ratur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tela h diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Unda n g 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nom or 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu~ 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;. ' 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuri 2 016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran . Negara Republik Indonesia 
Tahun. 2016 Nomor 114, Tambahan L~mbaran Negar a 
Repubhk Indonesia Nomor 5887)~ 



Menetapkan 

14. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun, 2017 _tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa:n Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone~ia Tahun 201.7 
N o mor 73, Tamba han Lembaran Negara Re_rDublik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/J~sa ~emerintah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pres1den Nomor 
157 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden 
Nomor 106 Tahun 2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerinta h · (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ' 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5}; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Barang/ J a sa Pemerintah Di Lingkungan Pernerintah Provinsi 
dan Ka bu pa ten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2003); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daera h {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Unit 
Layanan Pengadaan sebagaimana telah diutiah beberapa ka li 
terakhir dengan Pera turan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 20 15 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2012 ten tang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2015 Nomor 391); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangka t Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 
10); 

21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 194 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barana / Jasa 
Pemerintah Ka bupaten Kapuas Tahun ,Anggaran ° 2012 
(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 519). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KA.PUA$. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam P er atura n Bupati :ini, yang dimaksud dengan : 



1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kapua~ dahan P
0
erang~at 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemennt an aera · 

3. Bupati adalah Bupati Kapuas. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kapuas. 

s. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kapuas. 
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutny

0
a a taahu 

disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat aer 
Kabupaten Kapuas. 

7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemer~ntah 
yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemenntah 
yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan 
Pengadaan Barang/ J asa. 

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutny~ 
disingkat LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk oleh Bupat1 
untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan 
Barang/ Jasa Secara Elektronik. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 
Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran un tuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SO PD yang 
dipimpinnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas 
yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah 
(APBD). 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA 
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan 
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk 
menggunakan APBD. 

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK 
adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SOPD selaku PA 
sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk 
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsun g 
dan e-Purchasing. 

13. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disebut ULP adalah Unit Organisasi yang melaksanakan 
pelayanan proses pengadaan barang/jasa sesuai 
kewenangannnya di Kabupaten Kapuas. 

14. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya 
disebut Pokja adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, 
memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, 
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat 
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang 
bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia 
Barang/ Jasa Pemerinta h Kabupaten Kapuas. 

15. ~engadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
d1sebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
mez:nperoleh barang/jasa oleh SOPD yang prosesnya d1mulai 
dan pere~canaan kebutuhan sampai diselesa ikannya 
seluruh kegiatan untuk m emperoleh barang/jasa. I 



16. Penyedia Barang/Jasa adalah Bad~ Usaha atau ?rang 
perseorangan yang memiliki kualifikas1 untuk menye~1akan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultans1/ Jasa 
Lainnya. 

1 7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, _yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau d1manfaatkan 
pengguna barang. 

18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan konstrnksi bangunan 
atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesion a l yang 
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang 
keilmuan yang m engutamakan adanya olah pikir 
(brain ware). 

20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan 
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam 
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia 
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala 
pekerjaan dan/ atau penyedia jasa selain Jasa Konsultan si, 
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang. 

21. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh 
Pokja ULP / Pejabat Pengadaan yang memuat inforrnasi dan 
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses 
pengadaan Barang/ Jasa. 

22. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut 
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan 
Penyedia Barang/ Jasa a tau pelaksana swakelola. 

23. Strategi pengadaan adalah u saha yang terbaik yang 
dilakukan u ntuk mencapai tujuan pengadaan dalam 
mendapatkan barang/ jasa yang tepat kualitas, tepat 
kuantitas, tepat waktu, tepa t sumber clan tepat harga 
berdasarkan atu ran/ prosedur, etika, kebijakan dan pnns1p 
pengadaa n. 

24. Pengadaan barang/ jasa yang bersifat strategis adalah 
pengadaan barang/jasa dalam rangka pencapaian program 
prioritas pemerintah dan/ a tau menjadi perhatian publik. 

25. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia 
Barang/ Jasa dengan cara menunjuk 1 (satu) Penyedia 
Barang/ J asa. 

26. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ J asa 
langsung kepada Penyedia Barang/ Jasa, tan pa m e la lui 
Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung. 

BAB II 

PEMBENTUKAN,MAKSUD,TUJUAN 
DAN RUANG LINGKUP TUGAS ULP 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupa ti ini dibentuk ULP. 



(2) 

(3) 

(4) 

Maksud diben tuknya ULP sebagaimana dima ksud pada ayat 
(1), adalah sebagai dasar Unit Layanan Pengadaan ~ntuk 
melaksanakan pengadaan Barang/Ja sa Pemennta h 
Kabupaten Kapuas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara {APBN). 

Tu.juan dibentuknya ULP sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) adalah: . 
a . melaksanakan proses pengadaan barang/ Jasa 

pem erintah menjadi lebih terpadu, efektif, efisien dan 
akuntabel; 

b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SOPD dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya; 

c. menjamin persamaan kesempatan, akses dan h ak bagi 
penyedia barang/ jasa agar tercipta persaingan usaha 
yang sehat; dan 

d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pem erintah 
yang dilakukan oleh aparatur yang profesional. 

Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi 
penyelenggaraan pengadaan ba rang/ja sa melalui penyedia 
barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
sebagian atau seluruhnya bersu mber dari APBD da n / a tau 
APBN. 

BAB III 

KEDUDUKAN, FUNGSI, TOGAS DAN KEWENANGAN ULP 

Pasal 3 

(1) ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfu ngsi 
melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/ J asa di 
Lingkun.gan Pemerintah Kabupaten Kapuas 

(2) ULP dipimpin oleh seorang Kepala. 

(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oJeh 
Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati mela lui 
Sekretruis Daerah Kabupaten Kapuas. 

Pasal 4 

ULP mempunyai fungsi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 
lingkungan Pem erintah Ka bupa ten Ka puas. 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasa l 4, ULP 
mempunyai tugas: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e . 

melayani dan memfasilitasi proses penga daa n barang/jasa di 
Lingk:ungan Pemerintah Kabupaten Kapuas; 

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa; 

m ela kukan analisa dan m eneta pkan Dokumen Pengadaan; 

men~mumka? pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di 
webs~te Pemermtah Kabupaten Ka puas, papan pengumuman 
resm1 t~ntuk m asyarakat serta menyampaikan ke LPSE 
untuk d1umumkan pada Portal Penga daan Nasional· 

' 
menilai . ~alifikasi penyedia barang/jasa melalui 
pr-akuaJ.1fikas1 atau pascakualifikasi · 

' 

-------------- --- -



f. melakukan evaluasi adrninistrasi, teknis dan harga terhadap 

penawaran yang masuk; 

g. menjawab sanggahan; 
penyedia h. menyerahkan salinan dokumen pemilihan 

barang/ jasa kepada PPK; 

i. mengarsipkan dokumen asli pemilihan 
barang/ jasa; 

penyedia 

j. 

k. 

1. 

m. 

n. 

rnembuat laporan mengenai proses dan has~ pengadaan 
kepada Bupati serta memberikan pertanggun~awaban atas 
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ Jasa kepada 

PA/KPA; 
mengusulkan perubahan Harga P~rkin:~.an S~ndiri (f:PS), 
Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Spesifikas1 Tekms pekerJaan 
clan rancangan kontrak kepada PPK; 

melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, 
sis tern operasional dan prosedur pengadaan barang/ jasa; 

melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang 
pengadaan barang/ j asa; 

melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan 
menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ; 
dan 

o. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses 
pengadaan barang/ jasa. 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, ULP 
mempunyai kewenangan sebagai berikut: 

a. menetapkan Dokumen Pengadaan; 

b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 

c. menetapkan pemenang, yaitu: 

1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 
( seratus milyar rupiah); 

2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 

d. melalui Kepala ULP mengusulkan penetapan pemenang 
kepada PA/KPA/PPK: 

1. pada pe1e1angan atau penyedia pada penunjukan 
langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiahL atau 

2. pada Seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung 
untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di 
atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 

e . mengusulkan kepada PA/ KPA/ PPK agar penyedia 
barang/jasa yang melakukan perbuatan atau tindakan 
seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk 
dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam· d a n , I 



f. 

(1) 

(2) 

(3) 

memberikan sanksi administratif kepada pen.yedia 
barang/ jasa yang mela.kukan pelanggaran, perbuatan a tau 
tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-u ndangan. 

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 7 

Susunan Organisasi ULP, terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat; 
c. Kelompok Kerja (Pokja); dan 
d. Staf Pendukkung 

Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan m ~r_u~akan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat1 m1. 

Kepala sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) huruf a, 
berkedudukan setingkat Eselon III dan bertanggungjawab 
terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi ULP. 

Bagian Kedua 
Perangkat Organisasi 

Pasa18 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 
a, memiliki ruang lingkup tugas sebagai berikut: 

a. memimpin clan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 
ULP; 

b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan ULP; 

c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 

d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di 
ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan 
dan/ a tau indikasi penyimpangan; 

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah; 

f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di 
ULP; 

g. menugaskan/ menempatkan/ memindahkan a'nggota 
ULP ke dalam Pokja ULP sesuai kebutuhan/ beban kerja; 

h . mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Bupati 
apabila ter bukti melakukan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan dan/ a tau korupsi, kolusi dan 
nepotisme; 

1. mengusulkan jabatan admi.nistrator, atau jabatan 
pengawas, atau pejabat fungsional umum, atau jabatan 
pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/ Sekretaridt ULP 
sesuai dengan kebutuhan. 1 

(i\ Kcpell~ VLr Gcbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP. 

------------ --- - - - - - --- - -



( 1) 

(2) 

(2) 

Pasal 9 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pa?a ayat 
(1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada d1 ba wa h 
dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP. . 
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

tugas: 
a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, 

kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah 

tangga; 
paket-paket yang akan 

b. menginventarisasi 
dilelang/ diseleksi; 

c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang 

dibutuhkan Pokja ULP; 
d. m emfasilitasi pelaksanaan pemilihan 

barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja; 

penyedia 

e. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP; 
g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; . . 
h. menyiapkan/membuat laporan secara penod1k atas 

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di ULP; 
i. mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung 

dalam proses pengadaan barang/ jasa. 
J. melakukan koordinsai dengan LPSE terkait pelayanan 

pengadaan barang/ jasa secara elektronik. 

Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP. 

Pasal 10 

(1) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

ayat (1) huruf d terdiri da ri : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; clan 
C. Anggota. 

(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
Pokja Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa 
Konsultansi dan Jasa Lainnya. 

(3) Pokja beranggotakan paling sedi_kit 3 (tiga) orang dan dapat 
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 

(4) Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Ruang lingkup tugas Pokja meliputi : 

a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga 
Perkiraan Sendfri paket-paket yang akan 
dilelang/ seleksi; 

b . mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, 
Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis pekerjaan dan 
Rancangan Kontrak kepada PPK; 

c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan 
menetapkan dokumen pengadaan; 

d. m elakukan pemilihan penyedia barang/ jasa mulai dari 
pen~muman kualifikasi atau p e lelangan sarnpai den gan 
m eiljawab sanggah; 

e . mengusulkan penetapan pemenang k epada PA: 



1. pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan 
Langsung untuk paket Pengadaan B~n~.ng( Pekerjaan 
Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan mla1 d1 atas Rp. 
100.000.000.000,oo (seratus milyar rupiah); atau 

2. pada Seleksi atau penyedia pada Penunjuka1: 
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultans1 
dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah); 

f. melalui Kepala ULP menetapkan pemenang untuk: 

l. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk_ paket 
Pengadaan Barang/ Pekerj aan Konstruks1 / J asa 
Lainnya yang bemilai paling tinggi Rp. 
100.000.000.000,00 (scratus milyar rupiah); atau 

2. melalui Kepala ULP seleksi atau Penunjukan 
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi 
yang bemilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah); 

g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita 
Acara Hasil Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP; 

h . m embuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan 
barang/jasa kepada Kepala ULP; 

1. memberikan data dan informasi kepada KepaJa ULP 
mengenai penyedia barang/ jasa yang melakukan 
perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran 
lainnya; dan 

J . mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli 
kepada Kepala ULP. 

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap 
anggota Pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam 
pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara 
terbanyak. 

(7) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala 
ULP. 

(8) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat 
Pengadaan di Luar ULP. 

Pasal 11 

(1) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 
(1) huruf d, berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kapuas. 

(2) Staf Pendukung bertindak sebagai pendukung pelaksanaan 
kegiatan dalam Pokja sesuai dengan penugasan oleh 
Sekretaris ULP. 

(3) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas mengembangkan kebijakan terkait dengan 
Pengadaan Barang/ Jasa. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Staf Pendukung mempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan terkait dengan Pen a daan 

Barang/ Jasa; dan 



pelaksanaan kegiatan terkait dengan Perencanaa1: 
b. Pengadaan Barang/ Jasa serta melaksanakan evaluas1 

kinerja atas pela ksan aan Pengadaan Barang/ Jasa. 

BABV 
PELAKSANAAN 
Bagian Kesatu 

Para Pihak 

Pa sal 12 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa meliputi: 
a. SOPD; 
b. ULP; dan 
c. Penyedia Barang/Jasa. 

Bagian Kedua 
Para Pihak 

Pasal 13 

Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, berpedoman pada 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 
4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah. 

Pasal 14 

Bagan hubungan kerja ULP dengan SOPD sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tida k 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ULP menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 
didalam dan diluar ULP. 

Pasal 16 

Hubungan kerja ULP dengan SOPD, meliputi: 

a. penyampaian laporan periodik tentang perkembanga11 
pelaksanaan pengadaan; 

b. kon sultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan 
·dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam 
proses pengadaan barang/jasa; 

c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SOPD dalam 
penyusunan rencana pengadaan barang/jasa; dan 

d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan Bupati. 

Pasal 17 

Hubungan kerja ULP dengan LKPP, meliputi: 



penyarnpaian laporan basil pelaksanaan p engadaan 
a. /. · dengan pedoman yang ditetapkan oleh barang Jasa sesuai 

LKPP; 
konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 

b. penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses 
pengadaan barang/ jasa; 

c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 

d. penyampaian masukan un~uk perumusan strategi dan 
kebijakan pengadaan barang/ Jasa. 

Pasal 18 

Hubungan kerja ULP dan LPSE, meliputi: 

a. konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 
penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses 
pengadaan barang/ jasa; 

b . melaksanakan Standar Operasional Prosedur 
e-Tendering di LPSE sebagai pedoman dan petunjuk dalam 
pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa; dan 

c. rnernberikan masukan kepada LPSE untuk perumusan dan 
perbaikan strategi clan kebijakan pengadaan barang/jasa. 

Pasal 19 

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 20 

(1) ULP dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

(2) Pembinaan teknis dan administrasi, pengendalian dan 
pengawasan terhadap ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 
efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan 
akuntabel, diatur Kode Etik Penyelenggara 4yanan 
Pengadaan Barang/ Jasa sebagai pedoman perilaku Pegawai 
pada organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
Ayat (1) dan/atau bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang 
akan diatur lebih lanjut dengan Pera turan Bupati. 

(2) Pengawasan terhadap perilaku Pegawai pada organisasi ULP 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) dan/atau bagi 
Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan oleh Komite Etik 
yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

I 



(1) 

(2) 

BAB VII 
EV ALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 2 -2 

Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah 
setiap tahun satu kali dan/ atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 
ULP melak.sanakan pelaporan setiap triwulan atau sewaktu
waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

BAB VIII 
PENDANAAN 

Pasal 23 

(1) Bupati menetapkan pegawai pada organisasi ULP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Keputusan 
Bupati. 

(2) Pegawai pada organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diberikan tunjangan khusus/insentif, sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada organisasi 
ULP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(4) Pembiayaan pembentukan ULP dan pelaksanaan kegiatan 
ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 

Pengadaan Barang/ Jasa yang telah ada atau yang sedang 
dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati m1 
dinyatakan masih tetap biasa dilaksanakan sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan daJam Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peratura n 
Bupati Nomor 194 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit 
Layanan Pengadaan Ba.rang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas 
(1:lerita Daerah Kabu paten Kapuas Tahun 2012 Nomor 519) 
d1cabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Kapuas. 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
..:t.9 0?.s 201 7 

UAS, 
,; t 

.BAHAT 

Diundangkan di Kuala Kapuas 

pada tan ·~-~--::::1._ ::::::. __ ~ m~O 1 7 

BUPATEN KAPUAS, 

" \ 

p \) l>

BERITA KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 08 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR : 31' TAHUN 2017 
TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT LA YANAN PENGAOAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

SOPD 

Staf 
Pendukun 

Keterangan : 

I·· ........................ l I KEPALA 

..................................... 

I 
Seksi 

Pelayanan 

KELOMPOK 
KERJA 

1. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Anggota 

I 
I 

Garis Komando 
Garis Fungsional 

I I 

I 
SEKRETARIS I l 

I I 
Seksi Umum, Seksi 
Kepegawaian lnfonnasi dan 

dan Keuangan Pengaduan 

~ 

,-



2. 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NO MOR : ?f TAHUN 2017 
TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS. 

HUBUNGAN KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 
(ULP)PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

I SOPD I I SEKRETARIAT I I POKJA 

I ULP ULP 

1. Membuat dan 1. Menerima daftar 
menyampaikan paket 
daftar paket pekerjaan/kegiatan 
pekerjaan/ kegiatan dengan nilai 
dengan nilai pengadaan 
pengadaan barang/ pekerjaan 
barang/ pekerjaan konstruksi/jasa 
konstruksi/ jasa 

~ 
la.innya diatas Rp. 

lainnya diatas Rp. 200 juta dan 
200juta dan v pengadaanjasa 
pengadaan jasa konsultansi dia.ta.s 
konsultansi diatas Rp. 50 juta yang 
Rp. 50 juta yang akan dilelang 
akan dilelang berikut dokumen 
berikut dok-umen administrasi, telmis 
administrasi, telrnis dan HPS dari SKPD. 
dan HPS kepada 
Sekretariat ULP. 

' 2. 
1. Mdakukan proses 

Menetapkan 
1'_ pemilihan 

Pokja untuk penyedia 
paket-paket -v barang/jasa 
pekerjaan yang sesuai Perpres No. 

54 Tahun 2010 
beserta 

Menandatangani 
surat penunjukan l 
penyedia 
barang/jasa dan 2. Menyampaikan 
surat [/1 3. Menyampaikan 

V1 hasil lelang dan 
perjanjian/kontra hasil lelang dan data pendukung 
k dengan f"-J data pendukung l'-J kepada SOPD 
pemenang lelang kepada SOPD. melalui 
yang diproses Sekretariat ULP. 
oleh ULP. 



LAMPIRAN III 
PERA TURAN BUPATI KAPUAS 
N O M O R : ~q. TAHUN 2 017 
TENTANG 
PEMBENTU KAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 
BARANG/ JASA PEMERJNTAH KABUPATEN KAPUAS. 

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERJNTAH 
KABUPATEN KAPUAS 

SOPD 
PA KPA/ PPK Sekretaris / Ketua 

Mcnyusun pcrencanaan 
pengadaan barang/ jaM 

i dan menetapkan paket-
paket pckerjaan, 
diseruli dengan 

Pcrmohonan pcngadaan dokumen admlnistrasl, Mcncr ima pakct-pakct 
barang/jaSft dengan pckcrjaan yang akan 

mcnyampalkan pakct- dllclang. discrtal 
pakct yang ekan dcngan dokumcn 

dilchwgkan, di:scrtaJ administrasi, tcknis 
dcngan dokumcn dan HPS. 

admlnistrasi, tcknis 
dan HPS 

Mcnyampaikan hasil 
!clang dilmgkapl dengan 

Winan berkaa 
pcnawaran dan berka.s .. 

'. 
I Penuajukan Pcnycdia I Ya 

Bantng/Jasa l 

' 

I KOlffR I 

ULP 

I 
I 

r 

l 

I 

I 

I 

' 

Kelomook Keria 

1 
Menyu9Ull j..tw.l 

pci.uc-_ incb>de 
pcldarc,,o dan dolrumeo 

• 
P<n«umwnAn 

~ 
Penda/laran, unduh ..... , .. ____ -. 

Pdalcsanaan PclcJan...,, 

~ 
PP..n~tsul!An Pt-mrnAnP 

• "-_..,., 

~ 

Menlaw,tb SanAA&han 

A 
Sanggahan 

v 
Q;) 

Sclcsal 

~--:=:-,.!::-., 
-~ -' 

~~~ 

PENYEDIA 
BARANG/ JASA 

I 

I 

I 
l 

I 
I 
r 

<$.> 
~ Mcngirim I Sangga1lan 

TiOak 


